SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN
SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor

33 Tahun 2016 telah ditetapkan Tata Cara Pengelolaan Belanja
Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;



Mengingat

9.

dalam huruf a, dan huruf b, periu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tata Cara Pengelolasn Belanja Bunga,
Subaidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan
dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Sumatera Utara;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propingi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103});

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 4286);

. Undang-tIndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenclaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikaaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negers Republik Indonesia Nomor 4400j;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 126,
Tembahsn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sogial Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

. Undang-Undeng Nomor 11 Tahun 2009 tenteng Kescjahteraan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomaor
12, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor
4967);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organieasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimans telah diubah beberapa kali terakhir
dengann Undeng-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneaia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintsh Nomor 58 Tahun 2005 tentang

11.

12.

Pengelolann Keusngan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taltun 2005 Nosnor 140, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578});

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ientang Bantian
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) schagaimana telah diubah
dengan Peratuan Pemerintah Nomor 83 Tabun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Banman Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tenteng Pengadasn Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

13. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ielah
dizbah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenteng
Pedoman Pengelolnan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};
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14. Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosisl yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tabun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolsan Xecuangan Dacrah (Lembaran Daerah Provinai
Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinagi Sumatera Utara Tahun 2016 NomOr
6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
32);

17. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahum 2016 tentang Susunan
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tabun 2016 Nomor
40) sebagaimana telah dinbah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubermnur Sumatera Utara Nomor 39
Tahun 2016 tentang Susinan Organisasi Badan Daersh dan
Inspektorat Daerah Provinsi Sumsatera Utara (Berita Daersh
Provinzi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
BELANJA BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI
HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daecrah adalah Provinsi Surmnatera Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubilik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Dacrah adalah Kepala daersh sebagali unsur
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daecrah otonom.

Kepala daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah unsur pembantu Kepala
Dacrah dar DPRD daiam penyelenggaraan urusan
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor,
Rumah Sakit Daerah, dan Satuan.

Kepala Perangkat Dacrah adalah Kepala Perangkat Dacrah
Provinsi Sumatera Utara selaii Pengguina Anggaran /Barang.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewsjiban daerah
dalam rangka penyelengparnan Pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah terscbut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrsh yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana kruangan tahunan
Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
olch Pemecrintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
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Pejabat Penpelola Keuangan Deaerah yang selanjutnya
diaingkat PPKD adalah kepals satuan kerja pengelojia
keuangan daersh yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan beriindak sebagei bendahara umum
daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjuttya
Daerah yang melaksanakan pengelolann APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengrelola Keuangan
Dacrah yang selanjuinya disingkat KPA FPKD adalah pejabat
administrator yeng diberi kuasa unituk mejaksanakan
sebagian tugas dari fungsi SKPKD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang
angpotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
Rencana Kerje dan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
SKPKD sclaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
sclanjutnya disingkat RKA-Perangkst Daerah adalah
dokumen perencanasn dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran Perangkat Dacrab.
Dolkumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang sclanjuinya
disingkat DPA-PPKD merupekan dokumen pelaksanaan
anggaran SKPKD sclaku Bendahara Umum Dacrah.
Dokumen Pelaksanasn Anggaran Perangkat Dacrah yang
selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
Perangkat Dacrah yang digunalean schagai dasar pelaksanaan
oleh pengguns angparan.
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pemneriniah  daerah kepada pemerintah  pusat  atau
pemerintah deerah lain, Baden Usahe Milik Negara/Padan
Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan organisasi
kemasyarakatan yeng berbedan hulmm Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan perumtukanmyn, bersifat tidal
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menesus
yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan Jwusan
pemerintahan daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian banthuan berupa
keluarga, kelompok danfatan masyarakat yang sifatnya tidak
secara teruza menerus dan selekiif yvang bertujuan untuk
Resiko sosial adalah kejadian ateu peristiwa yang dapat
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/aten
masyarakat sebagni dampak krisis sosial, krisis ekonomi,
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam knndisi wajar.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NFHD
Angparan Pendapaten dan Belanja Daereh antara Pemerintah
daerah dengan penerima hibah.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubermuar ini melipuii
belanja bunga;
belanja subaidi;



(1)

(2}

(3)

(4]

)

{6)

(8)

(%)

BAB I
BELANJA BUNGA

Pasal 3
Belanja bunga schagaimena dimakeand dalam Pasgal 2 hurf a
digunaken untuk menganggarkan pembeyaran bunga hutang
jangka menengah dan jangka panjang.
Belanja bunga scbegaimsna dimaksud pada ayat (1)
diangparkan dalam RKA PPKD.
RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinci
menjadi rincian RKA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilaksanakan berdasarkan DPA PPKD.
DPA PPKD scbagaimana dimaksud pada ayat {4) dirinc
menjadi rincian DPA PPKD yang dikeiola oleh KPA FPPKD
Penceiran belanja bumgn dilakuken dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).
Persyaratan dokumen pencairan belanja bunga melipati :
a. peraturan dacrah tentang pinjaman;
b. naskah perjanjian pinjaman;
c. kuitansi asii bermaterai;
d. fotocopy nomor rekening bank.
KPA PPKD menyusun laporan realisasi belanja bunga sesuai
dengan kewenangannya.
Berdasarkan laporan realigasi belanja bunga sebagaimans
dimaksud pada ayat {8}, PPKD menyusun laporan realisasi
belanja bunga pada tabun anggaran berkenaan.



{1)

9

{4)

{S)

(6)

(8

(9)

BAB III
BELANJA SUBSIDI

Pasal 4
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurnaf
b digunakan untuk menganggarkan banhian biaya produksi
kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
maayaraleat banyak.
Perusahaan flembaga tertenta sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) merupaken perusahaanflembaga yang menghasilkan
produk ateu jasa pelayanan umum masyarakat.
Perusahasan/lembaga pencrima belanja subsidi  tersebut
harus terlebih debulu dilakukan aundit sesuai dengan
ketentuan pemeriksaan pengelolasn dan pertangpungijawaban
keuangan Negara.
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam RKA PPKD.
RKA PPKD schagmimana dimaksud pada ayat {4) dirinci
menjadi rincian RKA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD
sesual dengan kewenangan yang dilimpahkan.
Belanja subsidi sebageimana dimaksud pade ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan DPA PPKD.
DFA PPFKD scbagaimana dimaksud pada ayat (6) dirinci
menjadi rincian DPA PPKD yang dilkelola oleh KPA PPKD
Pencairan belanja subsidi dilakukean dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).
a. Kepuhisan Gubernur tentang pemberian subaidi;
b. fotocopy nomor rekening bank;
c. kuitansi ash bermaterai.

(10) KPA PPKD menyusun laporan realisasi belanja subsidi sesuai

dengan kewenangannya.

{(11) Berdasarkan laporan realisasi belanja subeaidi scbagaimana

dimaksud pada ayat (10}, PPKD menyusun laporan realisasi
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BAB IV
BELANJA HIBAH

Umum

Pasal 5

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanud ¢
dapat berupa uang, barang atau jasa.
Pemberian hibah sebagaimana dimakmul pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan wajib dan belanja urusan pilihan yang ditujukan
pemerintah dacrah dalam mendukung tersclenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionslitas
dan manfaat unituk masyarakai.

Pemberian hibah sebagaimana dimakeud pada ayar (1)

memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukennya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secam
terus menerus setiap tabun anggaran, sesual dengan
kemampuan keusngan daerah kecuali ditentulkan lain
oleh peraturan perundeng-undengan;

c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah dacrah dalam
mendukung terselengparanye fungsi pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan;

d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pengecualian schagaimana dimaksud pada ayat {3) buruf b

termasuk organisasi kemasyarakatan yang pembeniukannya

Organisasi kemasyarakatan scbagaimana dimaksud pada

ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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Pasal 6

Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satusn

kerja dari kementerien/lembaga pemerintah non kementerian

vang wilayah kerjanya berada dalam daerah.

daerah otonom baru hasil pemekaran daerah scbagaimana

diamanaikan peraturan perundang-undangen.

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan dalam

rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada maesyarakat

acsuai dengan ketentuan peraturan perundang-umdangan.

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam

rangka untuk meneruskan hibaeh yang diterima pemerintah

peraturan perundang-undangan.

a. bedan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukareia, dan
sosinl yang dibentuk berdasarken peraturan perundang-
undangan;

b. badan dan lembaga nirlaba, sukarels, dan sosisl yang
telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan
oleh menteri atan gubemur;

¢. badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatian
masyarakat hukurm adat scpanjang masih hidup dan
sesuni dengan perkembangan - masyarakat, den
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau
pemerintah dacrah melalui pengesahan atau penetapan
dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja
perangkat dacmab terkait sesusi dengan kewenangannya;

d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang
ditetepkan olech pemerintah daerah sesuai dengan
kewenengannya.
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Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia diberikan kepada organisasi
kemasyarakaten yang berbadan hulonmn yayasan atau
organizasl kemasyarekatan yang  berbadan hukum
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan
perundang-undangan.

Pasal 7
Hibah kepada bedan dan lembega sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 6 ayat (5] diberikan dengan persysratan paling
sedikit :
a. memiliki kepengumsan di daerah domisili;
b. memiliki keterangan domisili dari hurah/kepala desa
setempat atau sclratan lainnya; dan
c. betledudukan dalam wilayah administrasi pemerintah
daerah dan/atau baden dan lembagn yang berkedudukan
di lver wilayah adminisirasi pemerintah daerah dalam
rangka menunjang pencapaisn sasaran program  dan
Hibah kepada organisagi kemasyarakatan sebagaimansa
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
b. berkedudulkan dalam wilayah administrasi daerah;
c. memiliki sekretariat tetap di daecrah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 8
Pemerintah, pemerintah daerah lain, badan usaha milik
negara atau badan ueahs milik daerah, badan, kembage, dan
menyampaikan asi usulan/proposal hibah secara tertulis
kepada Gubernmr.
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(2) Usulan/proposal hibah sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat :

(3)

(4)

(5

Po OB

pengusul hibah;

besaran/rincian penggunaan hibah;

waktu dan pelaksanaan hibah;

usulan/proposal hibah memenuhi ketentuan:

1} Usulan/proposal hibah dari pemerintah hams
ditandatengani oleh kepels satuen kerja dari
kementerian flembaga pemerintah non kementerian;

2} Usulan/propoaal hibah dari pemerintah
kabupaten/kota  harus ditandatangani oleh
bupati/walikota;

3] Usulan/proposal hibah deri perusahaan deerah harus
ditandatangani oleh direktur utama.

4} Usulan/proposal hibsh dari badan, lembaga dan
pimpinan badan, lembaga, dan organisasi
kemesyarakatan dan diketahui oleh kepala desa/hwrah
setempet.

fotokopi akte pendirian Baden, Lembaga dan Organiaasi

kemasyarakatan yang dilegalisir oleh Pejabat yang

berwenang.

fotokopi KTP ketus, sekretaris, dan bendahars badsn,

lembega, dan organisasi kemasyarakatan.

Gubermur danfatau sekretaris daersh meneruskan
usulan/proposal kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait
unink melakukan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinysa.

Perangkat Deerah/unit kerja terkait dalam melgkuken
evaluasi atas usulan/proposal dengan memperhatikan
ketentuan schagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, dan
Pasal 7 serta pertimbangan objektif lainnya.

Perangksat Dacrahfunit kerja terkait sebagaimana dimalcsud
pada ayat (4) menyampailkkan hasil evaluasi berupa
rekomendaai kepada gubernur melalui TAPD.
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TAPD memberikan periimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas
dan kemnampuan keuangan daerah.

Rekomendasi Perangkat Daerah/unit kerja terkait
schagaimana dimakeud pada ayat (5) dan pertimbangan
TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat {(6) menjadi dasar
pencantumean alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA
dan PPAS.

Contoh format wusulan/proposal hibah dan hasil evaluasi
schagaimana tercantum dalam Lampiran hurof A, havuf B,
huruf C, dan huruf D schagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peratiran Gubernur ini.

Pagal 9
Hibah berupa uaeng dicantumkan dalam RKA-PPKD.
Hibah berups barang danjfatsu jasa dicantumian dalam
RKA-Perangknt Dacrah.
RKA-PPKI}) dan RKA-Perangkat Dserah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dam ayat (2) menjadi dasar
penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengen ketentuan
peraturan perundang-vndangan.

Pasal 10
Hibah berupa uang sebagaimsna dimaksud daslarn Pasal 9
ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,
jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian objek
belanja hibah pada PPKD.
Obyek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah
sebagnimana dimaksnd pada ayat (1) meliputi:
a. pemerintah;
b. pemerintah dacrah lainnya;
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;

d. badan, lembaga, dan organisasi kemagyarakatan yang
berbadan bulum Indonesia.
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Hibsh berupa bamang/jasa sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanjs
langsung yang diformulasikkan ke dalam program dan
kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan
jasa, obyck belanja hibah barang den jasa, dan rincian obyek
belanja hibah barang/jasa yeang diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.

Gubernur mencantumian daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran hibah dalam format Lampiran [
Peraturan Gubernur tentang Pemjabaran APBD.

Contoh format Lampiran Il Peraturan Gubernur schagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Laanpiran buruf E
sebagai bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan

Bagian Ketipn
Pelakzanann dan Penatausahasn

Pasal 11
Pelaksanaan anggaran hibelh berupa uang berdasarkan ataz
DPA-PPKD.
Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang dan/atau jasa
berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah.

Pasal 12
ditandatangani bersama oleh Gubermar dan penerima hibah.
Dalam penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) Gubernur mendelegasikan kewenangannya kepada
Kepala Perangkat Daerah yang melakukan cvahiasi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menandatangani
NPHD.

NPHD sebagaimana dimaksud pade ayat (1) paling sedikit
rmemuat ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah;

b. tujuan pemberian hibah;
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¢. jumlah/besaran/rincian penggunasn hibah yang akan
diterima;

d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

f. tata cara pelaporan hibah.

Contoh format NPHD secbageimana tercantum dalam

Larnpiran huruf F, dan huruf G sebagei bagian yang tidak

Pasal 13
Gubernur menetapkan dafiar penerima hibah beserta besaran
uang atau jenis bareng/jesa yang ekan dihibahkan dengan
Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daersh tentang
APBD, dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD,
Daftar penerima hibah schagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara kepada penerima hibah dilakukan setelah
penandatanganan NPHD.
Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangen.
Dalam hal pencairan hibah dilekukan secara bertahap, maka
pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah penerima
hibah menyampaikan laporan penggunaan tahap sebelumnya
kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan Perangkat
Daerah/unit kerja terkait.
Contoh format Keputusan Gubernur tentang penerima hibah
dan besarannys scbagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf H, dan huruf I sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 14
(11 Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(4) dilakukan dengan :

a. PPKD menyampaikan pemberitabuan kepada Perangknt
Daerab/unit kerja terkait bahwa pencairan hibah telah
dapat diproses dengan melengkapi dokumen persyaraian:
1) NPHD;

2) Nomor rekening bank penerima hibah;

3) Pakta integritas dari penerima hibsh yang menyatakan
bahwa hibah yang diterima aksn digunekan sesuai
dengan NPHD;

4) Kuitansi tanda terima bermaterai cukup;

b. SPD belenja hibeh diterbitken oleh PPFKD;

c. Perangkat Daerah/unit kerja bertanggung jawab untuk
meneliti kebenaran dan  kelengkapan — dokumen
memfasilitasi peryusunan dan penandatanganan NPHD
persyaratan pencairan sebagaimsna dimaksud pada huruf
a kepada FPPKD melalui bendahara pengeluaran SKPKD
untuk dibuatkan SPP-L8 dan selanjutnya disampaikan
kepada PPK SKPKD;

d. PPK SKPKD menecliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-
LS dan apabila telah lengkap dibuatkan SPM-LS untuk
ditandatangani oich PPKD dan sclanjutnya SPM-LS
beserta dokumen pendulkungnye dikirim ke kuasa BUD;

e. kuasa BUD melakukan verifikast atas SPM-LS, jika telah
lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D LS.

(2) Contoh format pakta intepritas sebagaimana tercantum dalam

Lampiran huruf J sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
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_ Pasal 15

Pengadaan barang/jasa dalam rangka hibah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat {1) berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penyaluran/penyerahan hibah barang dan/ataun jasa

dilakuken dengan:

a. Perangkat Daersh terkait memberitahukan kepada
penerima hibah bahwa penyaiuran/penyerahan hibah
telah dapat diproses;

b. penyaluran/penyerahan dilakukan dengan kelengkapan
dokumen:

1) NPHD;
2) Pakta integritas;
3) Berita acara serah terima barang/jasa.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16
Penerima hibah berupa uang menyampaiken laporan
penggunaan bibah kepada Gubernmur melahii Kepala SKPKD
sclaku PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah funit kerja
terkait.
PPKD} menyusun leporan realisasi belanja hibah berupa uang
pada tahun anggaran berkenaan.
Penerima hibah berupa barang atan jasa menyampailcan
laporan penggunasm hibah kepada Gubernnir melahr kepala
Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
Contoh format penggunaan hibah scbagaimana tercantumm
dalam Lampiran buruf K, dan huruf L sebagai bagian yang
Pasal 17
Hibah berupa uang dicatat scbagai realisasi jenis belanja
hibah pada FFKD dalam tahun anggaran berkenaan.
Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek
belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam
program dan kegiatan pada Perangkat Daerah texkait.
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(3) Hibak berupa barang wyang belum diserabkan Lkepada
penerima hibah sampai dengan akhir tahun anpgaran
berkenaan, dilaporkan schagai persediaan hibah barang
dan/atau jasa dalam neraca Perangkat Daerah tericait.

Pasal 18

a. usulan/proposal tertulis dari calon penerima hibah kepada
gubernur;

b. Keputusan Gubernur itentang penetapan daftar penerima
hibah;

€. NPHD;

d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima akan dipunakan sesuai dengan NPHD; dan

¢. buldti tranafer nang atas pemberian hibah berupa uang atan
bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa
barang/jasa.

Pasal 19
(1} Pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pemberian hibah
dalam bentuk barang/jasa meliputi:
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima
hibah barang/jase;
NPHD;
d. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah
berups barang/jasa.
(2} Contoh format bukti/berita acara serah terima barang/jasa
scbagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M sebagai

o

Pasal 20
(1} Penerima hibah bertanggungjawab sccara formai dan material
atas penggunaan hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;
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b. surat pernyataan tanggung jawab penggnmaan hibah yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunaken
sesuai NPHD, dan;

c. bukti-bukti pengeluaran yang sah sacsuai ketentuan
peraturan perundeng -undangan bagi penerima hibah
danfatau jasa bagi penerima hibah berupa barang
dan/atan jasa.

Pertanggungiawaben scbagaimanea dimeksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b disampaiken kepada Gubernur melalui

Kepala SKPKD selalkn PPKD dan tembugan kepada Perangkat

Daerah/unit kerja terkait paling lambat tanggal 10 bulan

Januari tehun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain

sesuai ketentuan peraturan perundang-umdangan.

Pengecualian aschagaimana dimaksud pada ayat (3)

disebab¥an antara lain:

a. pencairan dana dilskukan pada akhir anggaran;

b. peleksanasn kegintan membutubhkan wakita lebih dari 1
(satu) bulan.

Penyampaian laporan pertanggungjiawaban scbegaimana

dimaksud pads ayat (4) dapat melebihi ketentman pada ayat

(3) dengan batas waktu paling lambat 3 {tiga) bulan setelab

dana hibah diterims.

Pertanggungjawaban sebagaimana dmaksud pada ayat {2)

obyek pemeriksaan.

Contoh format surat pertanggungijawaban sebagaimana

tercantum dalam Lampiran haraf N sebagai bagian yang tidak

Pasal 21

Apabila penerima belanja hibah berupa uang dalam melaksanakan
kegietannya terdapat gisa dana, maka dapat melalmkan ;

a.

penyetoran kembali ke rekening kas daerah paling lambat 5
(ima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan;
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apabila sisa dana akan dipergunakzn kembali pada tahvun
anggaran berjalan maka penerima belanja hibah wajib
mereviai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan
penggunasn dana terscbut kepada Gubernur melalui PPKD
dan tembusan Perangkat Dacrah/funit kerja terkait.

Paszal 22
Realinasi hibak berupa berang/jasa dikonversikan sesuai
anggaran dan diongkapken pada catatan atas laporan
kenangan dalam pemyusunan laporan keuangan Pemermtah
Provinsi Sumatera Utara.
Contoh format konversi dan pengimghkapan hibah berupa
barang/jase scbagaimana dimaksnd pada avat (1) tercantum
dalam Lampiran O sebagai bagian yang tidak terpigahlcan dari
Peraturan Gubernur mi.

Bagian Kelima

Paeal 23

Perangkat Daecrah/unit kerja terksit melakiukan monitoring
dan evaluesi atas pemberian hibah.

Hasil monitoring dan evaluaei sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan
kepada Inspektorat Dacrah Provinsi.

Dalam hal hasil monitoring dan eveluazi scbagaimana
dimaleaud pada ayat (2) terdapat temuan hibah yang tidak
sesuai dengan usulan/propogal yang telah  disetujui,
penerima hibah yang bersangkuian dikenaken sanksi sesuai
dengan ketentuan peratiran perundang-undangan.
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BAB V
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pemerintah Dacrah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggote /kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan
daerah.

Pemberian bantuan sosial secbagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan wajib dan urusan pihhen dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, ragionalitas dan manfaat untuk
masyarakat.

Pasal 25
Angpota/kelompok masyarakat achagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat {1) melipuii:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami
keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis soaial,
ckonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat
memenithi kebutithan hidup minimum;

b. lembags non pemerintahan  bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan sosial berupa ueng kepada individu dan/atau

kehiarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof a, terdiri

atas bantuan sosial kepada individu dan/atan keluarga yang
sebelumnya.

pada ayat {2} dinlokasikan kepada individu dan/atau keluarga

yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besaranmys

pada saat penyusunan APBD,
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pada ayat (2) berdasarkan usulan dari calon penerima
dan/atan dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Dacrah.
Jumlah pagu usulan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) paling tinggi 50% (lima puluh persen)
dari pepu bantusn =osial yang berdasarken usulan calon
penerima.

scbagaimana dimaksud pada ayat {2) dialokasiken unmk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
pada gaat penyusunan APBD yang apabila ditunda
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
ascbelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidek
scbegaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

Pemberian bantuan sosial sebagnimana dimeksud dalam
Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantizan;
c. bersifat sementara dan tidlak terus memerus, kecuali

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
d. sesuai tujuan penggunaan;
Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nouf a
diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberiiom kepada
calon penerima yang dingjukan untuk melindungt dari
Kriteria persyaratan penerima bantuan stbagaimana
dimaksud pada ayat {1) huraf b meliputi:
a. memiliki identitan yang jelas; dan

Provinai Sumaters Utara.



(4)

()

(6)

(1)

-24 .

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan hahwa
pemberian bantuan sosial tidak wajib den tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa bantuan
sogial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
Kriteria sesuai tijuan penggunaan sebagaimena dimaksud
pada ayat (1) hurnf d bahwa tujuan pemberian bentusn =zosial
meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b. perlindungsn sosial;

pemberdayaan sosial;

jaminan sosial;

penanggulangan bencana.

I -

Pasal 27
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (6) huruf a digjukan untk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan sescorang yang mengalami
disfungsi scaial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar yang diberikan dalam bentuk antara lain:
a. motivasl dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
bimbingan mental spiritual;
bantuan dan asistensi sosial;
bimbingan resosialisasi;
himbingan lanjut; dan/atav;
k rujukan.

FHa ~ 92 RO

"Tn —
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(2) Perlindungan sosial schagaimana dimakeud dalam Pasal 26
ayat (6) huruf b ditujuken untuk mencegah dan mensngani
keluarga, kelompok magyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebuthan dasar minimal yang
diberilcan dalam bentuk antara lain :
a. bantuan sogial yang diberikan dalam bentuk:
1) Bantusn lengsung;
2) Penyedinan aksebilitas; dan
3) Penguatan kelembagaan
b. advokasi sogial yang diberikan dalam bentuk penyadaran
hak dan kewajiban, permnbelaan, dan pemenuhan hak; dan
c. bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelasn dan
magalah hulkum.
Pemberdayaan soaial acbagaimena dimaksud dalam Pasal 26
ayat (0] huruf ¢ dihgukan uniuk menjadikan sescorang atan
kelompok masyarakat yang mengalami masalab sosial,
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dassrnya dalam
bentuk antara lain:
a. peningkatan kemauan dan kemampuan yang dilakukan
dalam bentuk:

(3)

1)
2)
3)
4)

)
6)
7
8}
9)

Diagnosis dan pemberian motivasi;
Pelatihan dan keterampilen;

Pendampingan;

Pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan
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b. penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan
dalam bentulc
1} Diagnosis dan pemberisn motivasi;
2) Penguatan kelembagaan masyarakat;
3) Kemitraan dan penggalangan;
4) Pemberian atimulan:
a) pengmalian nilai-nilai dasar;
b} pemberian akses;
¢} pemberian bantuan usaha.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud delsm Pasal 26 ayat

(S)

(6)

(6) huruf d¢ merupakan skema yang melembaga untuk
menjamin  penerima  bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak, meliputd asuransi
kesejahteraan sosial begi orang sakit den orang cacet,
pensiunan /veteran berupa bantuan iuran BRJS Kesehatan.
Penengpulangan kemiskinan schagaimana dimaksad dalam
Pasal 26 ayat {6) hiuruf ¢ merupakan kebijakan, program, dan
kegiatan yvang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber
mata pencaharian dan tidek dapat memenuhi kebutuhan
yang layak begi kemanusiaan yang dilakukan dalam bentuk
antara lain:
a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
b. pelayanan sosial;
penyediaan akses kesempatan kerja dan bernaaha;
penyediaan akses pelayanan;
penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
penyediaan akses pelayanan perumahan dan perukiman;
dan
g penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran
hasil usaha.
Penanggulangan bencana secbagaimana dimsksad delamn
Pasal 26 ayat (6) huruf f merupaken serangkaian upaya yang
kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana
alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan
diskriminasi. Diberikan dalam bentuk antara Jain :

i L~
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a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan;

b. pemenuban kebutuban dasar meliputi | bantuan
penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitesi, pangan,
sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan
penampungan serta tempat hunian;

pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
santunan dukacita; dan

santunan kecacatan.

® 0 oaop

Pasal 28
Banituen sosial dapat berupe uang danfaten barang yang
diterima langsung oleh penerima baniuvan sosial.
Bantuan sosial berupa uvang eebagaimana dimaksad pada
ayat (1) adalah vang yang diberikkan secara langsng kepada
pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut
usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra
putri pahlawan yang tidak mampu.
Bantuan sosial berupa barang scbagaimana dimaksud pada
ayat (i) adalah barang yang diberikan secara langsung
unfuk sekolah hiar biasa swasta dan masyarakat tidak
mempu, bantuan perabu untuk neclayan miskin, baniuan
makanan/pakaian kepada yatim piatufiuna sosial, ternak
bagi kelompok masyarakat kurang mampi.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 29
Anggota / kelommpok masyarankat menyampaikan
usulan/proposal tertulis kepada Gubermar.
Usulan/proposal bantuan sosial acbagaimana dimaksind ayat
(1) sekurang- kurangnya menmat:
a. pengusul bantuan sosial;



(3)

(4

)

6)

(8

1) Usulan/proposal bantuan sonial untuk
individu,keluargs den /atau masyarakat diketabui
oleh kepala desaflurah dan untuk lembega non
pemerintah ditandatangani oleh ketua lembaga dan
diketahtsi oleh kepala desa/lurah;

2] Fotocopy KTP pemohon;

3) Fotocopy akte pendirian yayasan/lembega/wakaf,
oleh kepala desa/harah dan diketahui camat;

4) Fotocopy KIP ketus, seckretarisa, dan bendahara
lembaga /yayasen/panitia.

Gubermur danjatau sckretaris  daerah  meneruskan
usulan/proposal kepada Perangkat Daerah fumit kerja terkait
sesuai dengan tugas pokok dan fungeinya untuk melaknkan
evahuasi.

Perangkat Dacrahjfunit kerja terkait dalam melakulan
evaluasi atas usulan/proposal memperhatiken ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26.
Perangkat Daerah/unit kerja terknit sebagaimana dimalksud
pada ayat (3} menyampaiken hasil ewaluasi berupe
relcomendasi kepada Gubernur melahii TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
scbagaimana dimaksud pada ayat {4) sesuai dengan prioritas
dan kemampuan keuangan daerah.

Rekomendasi Perangkat Daerah/unit kerja terkait
schagaimana dimaksud pade ayat (4} dan pertimbangan TAPD
schagaimana dimeksud pada ayat (5) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam
rancangan KUA dan PPAS.

Contoh format usulean/proposal bantuan sosial dan hasil
evahiasi sebagaimana tercanbim dalam Lampéran huruf P,
bhuraf Q, huruf R, dan huruf S scbagai bagian yang fidak
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Pasal 30
Bantuan Soaial berupa uang dicanthumkan dalam RKA-PPKD.
Bantuan Sosiel berupa barang dicantumkan dalam RKA-
Perangkat Daerah.

RKA-PPKD dan RKA-Perangkat Dacrah aschagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar
penganggaran bantiian sosial dalam APBD.

Pagal 31
Bantunan sosial benipa uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat {1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanje
bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada
PPKD.
Obyek belanja bantuan sosial dan rincien obyek bantuan
sogial achagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi :
a. individu danjatau kelnarga;
b. masyarakat;
¢. lembega non Pemerintah.
Bantuan sosial berupa barang disnggarkan delam kelompok
beantuan langsung yang diformmuilasikan ke dalam program
dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja
barang/jasa, obyek belanja bantuan sosial/barang, dan
rincian obyek belanja banhian sosial/barang yang diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Dacrah.
Gubernur mencantumksn daftar nama peaerima, alamat
penerima dan bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan
ecaial kepada individu dan/atau kehiarga yang tidak dapat
direncanakan scbelumnya.
Contoh format Lampiran IV tentang penjabaran APBD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran bund T sebagai
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 32
Pelakaanaan anggaran bantuar ascsial berupa uang
berdasarkan atas DPA-PPKD.
Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang
berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah.

Pasal 33
Gubernmur menetapkan daftar penerima dan besaran bantusn
aogial dengan Kepumsan Gubernur berdasarkan peraturan
dacrah tfentang APBD dan Peratuman Gubermnur tentang
penjabaran APBD.
Penyaluran/penyerahan bantuan sosigl didassrkan pada
daftar penerima bantuan scsial yang tercantum dalam
keputusan gubermir sehagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali bantuan sosial kepada individu atau kehuarga yang
tidek dapat direncanaksn scbelumnya sebagaimana
dimaksud dslam Pasal 26 ayat (4).
Penyaluran/penyerahan bantusn sosial kepada individu
dan/atau keluarps yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya scbagpimans dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4)
didasarkan pada permintesn tertulis individu dan/atan
keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dati
pejabat yang berwenang serta mendapat perschijuan
gubernur sctelah diverifikasi oleh Perangkat Dasrahjunit
keria terkait.
Contch format Keputusan Gubernur tentang penerima
bantuan scsaial beserta besarannya sebagnimana tercantum
dalam Lampiran huruf U, dan huraf V scbagai bagian yang

Pasal 34
Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan
dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
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dengan Rp 5.000.000,00 (ima juta rupiah) pencairannya

perscdiaan/ganti uang/tambah usng (UPfGU/TU).

Penyaluran bantian sogial tunai sebagpimana dimaksud

pada ayat (2} dilengkapi dengan kuitansi bukti pencrimaan

bantuan sosial.
Pencairan bantuan sosial scbagaimans dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan :
a. SPD belanja bantuan sosial yang diterbitkan PPKD
disampaikan kepada Perangkst Daecrah/unit kerja terkait
1} pakta integritas dari penerime bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunakan scsuai dengan usulan/proposal;

2) nomor rekening bank;

3) kuitensi tenda terima bermaterai culaxp,

b. Perangkat Daersh/unit kerja terkait bertanggung jawab
menelili kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan dan memfasilitasi penyusuman pakts
integritas.

c. Perangkat Daerahj/unit kerja terkait menyampaikan
dokumen persyaratan sebagaimana dimakeud pada huaruf
a kepada bendahara pengeluaran SKPKD uniuk
dibuatikan SPP-L8 dan aclanjivimya disampaikan leepada
PPK S8KPKD.

d. PPK SKPKD menecliti dan memverifikasi kelenglcapan SPP-
LS dan apabila telsh lengkap dibuatkan SPM-LS untuk
ditande tangani oleh PPKD dan sclanjutnya SPM-LS
beserta pendukungnya dikirim ke kuasa BUD.

¢. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas SPM-LS, jika telabh
lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D LS.
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Pasal 35

Pengadaan  barang/iasa dalam rangks bantuan sosial
scbagaimana dimaksud dalam: Pasal 31 ayat (3} berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1

2

(3)

4)

(S)

(6

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur meiglui PPKD
dengan tembusan kepada Perangkat Daerah/unit kerja
terkait.

berupa uang pada tahun anggaran berkenaan.

Penerima bantuan sosaial berupa barang danfate jesa
menyampaikan laporan penggunaan bantian sosial kepada
gubernur melalui Kepala Perangkat Deerah funit kerja terkait,
Bantuan sosial berupa barang/jasa dicatat scbagai realisasi
obyek belanja bantuan sosial pada jenis belenje barang/jasa
dalam program dan kegiatan pada Perangkat Deaerah/unit
kerja terkait.

Bantuan sosial berupa barang/jasa yang behumn diserahkan
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan bantusn sosial
barang/jasa dalam neraca Perangkat Daerah/umit kerja
terkait.

Contoh format laporan penggunaan bantuan sosial
scbagaimana tercanium dalam Lampiran huraf W, dan huraf
X sebagai bagian yang tidek terpisahksn dari Peraturan
Oubernur ini.
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Pasal 37
bantuan sosial melipati:
a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada
Gubernur;
b. keputisan pubernur tentang penctapan daftar penerimea
bhantuan sosial;
¢. pakta integritas dari penerima bantnan sosial yang
digumaken sesusi dengan usulan/proposal; dan
d. bukti transfer/penyerahan vang stas pemberian bantuan
Pertangpungijawaban sebagnimana dimaksud pada ayat {1}
huruf b dan huruf ¢ dikecusnliken terhadap bantian sosial
direncanakan sebehimnya.
Contoh format pakta integritas dan bukti/berita acara serah
terima barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf ¥, dan hurwf Z sebagai bagian yang tidek terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan

material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

a. laporan penggunaan banizan sosial oleh penerima bantuan
soaial;

b. surat pernyaiaan tanggungjawab yang menyatakan bahwa
dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesusi
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima
bantuan sosial berupa uang atau buki serah terima
barang/jasa.
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Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui
FPKD dan tembusan kepada Perangkat Daerah/funit kerja

terkait paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran
peraturen perundang-undangan.

Pengecualian secbagaimena dimaksud pada ayat (3)
disebabkan antara iain:
a. pencairan dana dilakukan pada akhir tahun anggaran;
b. pelaksanaan kegintan membutuhken waktu lebih dari
1(satry) bailan.
Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagnimana
dikecualikan pada ayat {4} dapat melebihi ketentuan pada
ayat (3) dengan batas wakitu paling lambat 3 (tiga) bulan
Pertanggungjawaben scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan
sosial selaku obyek pemeriksaan.
Khusus untuk penerima bantunan =osial scbagaimana
dimaksnd dalam Pasal 34 ayst (2) tidak diwajibkan membuat
pertangpungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayai (2).
Contoh format pernyataan tanggung jawab sebagaimana
terpisahkan dari Peraturan Gubezmmuar ini.

Fasal 39

dan diungkapkan pada caisten ates laporan keusngan dalam
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara.
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Bagian Kelima

Pasal 40
Perangkat Daerahjunit kerja terkait melakukan monitoring
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan
kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
Dalam hal hasil monitormg dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayai {2) tendapat penggunaan

Pasal 41

Belanja bagi hasil digunakan umtuk menpganggarikan
dacrah kepada Kabupaten/Xota yang bertyjuan uniuk
menyalurkan kembali bagian Kebupaten/Kota dari
peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil scbagaimane dimaksud pada ayat (1}
ditetaplean berdasarkan ketentinan peratwan perundang-
undangan dengan memperhatikan aspek pemerataan
den/atau aspek potensi antar Kabupaten /Kota yang formula
perhitungannys lebih lanjut diatar dengan Keputusan
Gubernur.

Penganggaran belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota
dilakukan dengan memperhihmglkan rencana pendapatan
pajak daerah pada tahun anggaran berkenaan.
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Belanja bagi hasil scbagaimana dimakeixi pada ayat (1)
dianggarkan dalam RKA PPKD.

RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dirinci
menjadi rincian RKA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD
sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

RKA PPKD scbagaimana dimaksud pada ayat {5) menjadi
dasar penganggaran belanja bagi hasil dalam AFBD sesuai
dengan ketenfuan peraturan perundang-undangsmn.

Setelah penetapan APBD, Gubermur menerbitkan Keputusan
Gubernur tentang alokasi dana bagi hasil dari daerah kepada
Kebupsten/Kota untuk selanjutmya sebagai dasar
pengangpmran dalam APBD Kabupaten /Kota.

Belanja bagi hasil scbagaimans dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan DPA PPKD.

DPA PPKD schagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinei
menjadi DPA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan,

(10) Penyaluran dana belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota

dilakukan per bulan, kecush ditentuken lain oich ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(11) Pencairan belanja bagi hasil dilalikan dengan mekanisme

pembayaran langsung (L), yaitu :

a. persyaraien dokumen penceiran belanja bagi haasil
meliputi:

1. Bupati/Wali Kota menyerahkan nomor rckenimg kas
umum daerah Kabupaten /Kote;

2. Kabupaten/Kota menyampaikan lniitanst bermaterai
cukup sebesar dana yang ditransfer ke rekening kas
umum deerah kabupaten/kota.

b. Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan PPKD
eebagai dasar bendahars pengeluaran SKPKD uniuk
keparda PPK SKPKD;

c. PPK SKPKD} mencliti dan memverifikasi kelengkapan SPP
LS dan apabila telah lengkap dibuei SPM 1S umtuk

ditandatangani oleh PPKD dan selanjutnya SPM LS
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beserta dokumen pendukungnya dikirim kepada kuasa
BUD;

d. Kuasa BUD melakukan verifikasi SPM LS, jika telah
lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D LS.

(12) Apabdla terjadi pelampausan target pendapatan dari pajak
daerah pada tahun angparan berkensan yang behun
direslisasikan kepada Kabupaten/Kota, belanja bagi hasil
diangparkan dalam pernbahan AFPBD talnm  anggaran
berikuinya.

(13} Jika terjadi kelehihan pembayaran kepada Kebupaten/Kota,
maka akan diperhitungkan pada pembayaran tahun anggaran
berikutriya.

(14) PPED menyusun laporan realisasi belanja bagi hasil pada
tahun angpgaran bericenaan.

BAB VI
BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 42

{1} Belanja bantuan keuangan dignnaken unink menganggarkan
bantuan keuangan yang bersifat umum atan kbusus dari
Pemerintalr Daerah kepads Pemerintah Kabupsaten/Kota dan
Pemerintah Desa.
pada ayat (1) digunakan untuk mengatasi kesenjanganm fisknl
dengan mengpgunakan foromla antara lain  variabel
pendapatan daerah, jumlah penduduk, jonlah penduduk
kapita serta tingkat kesulitan lainnya yang ditetaplan dengan
Peraturan Gubernar dan peruntukan pengmumaannya
diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

(3] Bantuan keuangan bersifat kbhusus scbagaimana dimakosud
pada avat (1) digunakan untuk membanin capaian program
prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
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kewcnangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
yang peruntukan dan pengelolaannya diarahlkan/ditetapkan
oleh Pemerintah Dacrah.

Pemberian bantuan yang bersifat khusur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana
pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota dan APB desa.
Penganggaran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota,
Pemerintah Desa didasariean atas usulan/proposal yang
dinjukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemertintah Desa
kepada Gubernur atau atas dasar kebijakan Pemerintah
Daerah sesusi kemampusn keuangan dacrah dengan
memperhatikan azas keadilan.

Gubernur menecruskan usulan/proposal sebagaimana
dimeksud pads ayat (5) kepada TAPD untik mendapat
keuangan daerah.

Pertimbangan TAPD scbagaimana dimeksud pada ayat (6)
menjadi dasar pencantuman alokasi angparan belanja
banthian keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Belanja bantuan keuangan sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggarken dalam RKA-PPKD.

RKA-PPKD scbagaimana dimaksud pada syat (8) dirinci
menjadi rincian RKA-PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD
sesuai dengan kewenangan yang dilimpahlarn.

(10) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat {9) menjadi

dasar penganggaran belanja bantuan keuangan dalam AFBD
sesuai ketentiian peraturan perundang-undangan.

(11) Setelah penetapan APBD, Oubermur memberitahukan

bantuan kenangan kepada Kabupaten/Kota pada APBD
Dacerah untuk aclanjutnya sebagai dasar penganggaran dalam
APBD Kabupaten/Kota dan APB Deaa.

(12) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kots mendabuhii

penetapan APBD daerah, maka penganggaran bantuan
keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan
terlebsh dahulu melakukan perubahan Peraharan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengen
memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk bantuan
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keuangan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD
untuk banfuan keuangan yang bersifat umum, untuk
sclenjutnys ditampung dalam Peraturan Daergh tentang
perubahan APBD Kabupaten/Kota.

(13) Dalamm hal pemberitahuan bantuan keuangan diterima
sctelah penctapan perubahan APBD tahun anggaran
berkenaan, maka bantuan keusngan teracbut ditampung
delam LRA pemerintah kabupeten /kota.

(14) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimeksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD.

(15) DPA- PPKD sebagaimena dimaksud pada ayat ({14) dirinci
menjadi DPA-PPKD yang dikelola oleh XKPA PPKD sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan.

(16) Bantuan keuangan kepadda Kabupaten/Kota diberikan/
disalurkan dengan cara:

a. banfuan keuangan yang diperuntukicen untuk kegiatan

1. surat permohonan penceiran dana dari Bupati/Wali
Kota;

2. surat pernyatasn Bupati/Wali Kota hahwa bantuan
keuangan dacrah telah dianggarkan pada AFPBD
Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Dacrah
tentang perubahan penjabaran APBD Kabupaten /Kota
bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat
pemberitahuan diterima oleh Kabupaten /Kota;

3. kuitansi asli bermaterai cukup yang ditandatangani
oleh BUD;

4. nomor rekening kas tmmum daerah Kabupeaten/Kota.

b. untuk kegiatan pengadaan bareng/jasa disalurkan sestai
dengan nilai kontrak/surat perintah kerja {S8PK) dengan
ketentuan:

1. Pengadaan barang/jasa konsiruksi yang nilainya
sampei dengan Rp 200.000.000,00 {dua ratus juta
rupiah} dicairkan/disalurkan dengan cara sekaligns
dengan persyaratan:

a) Surat permwohonan pencairan dana dari
Bupati/Wali Kota;
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Surat permyataan Bupati/fWali Xota bahwa

bantuan keuangan telah dianggarkan pada APBD

Kabupaten/Kota atau pada peraturan kepala

dacrah tentang perubahan penjabaran APBD

Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesailcan

APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh

Kabupaten /Kota.

Kegiatan telah dilaksanakan 100% (seratus persen)

dengan membuat formulir yvang berisi:

1) Nomor urut;

2) Nomor kode rekening;

3) Nama kegiatan,

4} Jumlah pagu anggaran;

5) Nomor den tangpal kontrak/Surat Perintah
Kerja (S8PK);

6) Nilai kontrak/SPK;

7} Nama perusahaan rekeman;

8} Nomor dan tanggal berita acara serah terima
barang/pekerjaan.

Kuitansi rangkap 3 (tiga} asli bermaterai cukup

yang ditandatangani oleh Bupati/Waki Kota.

Nomor rekening kas mum daerah

Kabupaten /Kota.

. Pengadaan jasa konstruksi yang nilainya diatas
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dicairken /disalurkan secara  bertahsap dengan
ketentuan:

a)

Tahap I (pertama) sebesar 30% (tiga pulub persen),
setelah surat pernyataan bupati/walikota diterima
bahwa bantuan keuangan telah dianggarkan pada
APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan
Kepala Daecrah tentang perubahem penjabaran
APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah
menyelesaikan APBD sebelum surat
pemberitabhuen diterima oleh Kabupaten/Kota;dan
Kontrak telah ditandatangani dengan membuat
formulir yang berisi:
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1) Nomor urut;

2} Normor kode rekening;

3} Nama kegiatan;

4) Jumiah pagn anggaran;

5] Nomor dan tanggal kontrak;

6) Nilai kontrak;

7] Nama perusahaan rekanan.

Tahap II (kedua) schesar 40% {empat puluh peraen)

setelah Kabupaten/Knta menyampaikan laporan

realisasi fisik sebezar 50% (lima puluh persen)

serta melampirkan Jitansi dena bantuan tahap [

(pertama).

Tebap I (kctiga) scbesar 30% (tiga puluh persen)

sctelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan

realisasi fisik scbesar 100% (seratus persen) serta

melampirkan kitansi dana bantuan teahap II

(kedus) dan membuat formlir yang berisi:

1) Nomor urut;

2) Nomoar kode rekening;

3) Nama kegiatan;

4) Jumlah pagu anggaran;

S) Nomor dan tanggal kontrek;

6) Nilai kontrak;

7} Nama perusahaan rekanan;

8) Nomor den tangpal berita acara kemajuan
fisik dan keuangan.

Bantuan Lkeuangan yang bersumber dari

perubahan APBD Tahun Anpggaran berkensan

diberikan/disahirkan secara seknligus, paling

lambat minggu ketiga bulan Desember tahun

anggaran berkenasn.

Kuitansi peperimasn dana bantiean tahap III

{ketipn) dan dana bantusn yang bersumber dari

perubahan APBD disampaiksn selambat -

lambatnya 1 {satu} bulan setelah tahun anggaran

berakhir.
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(17} Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa
diberikan/disalurkan secara sekalipus.

(18) S8urat permohonan pencairan bantuan keuwangan dari
Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa paling lambat diterima
7 {tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaren berakhir.

(19) Dalam hal bantuan keuangan tidak tersahar sehuuhnya
sebagai akibat terlampauinya batas wakta sebagaimana
dimaksud pada ayat (18) maka pendanaan dan penyelesaian
kegiatan dan/atau kewnjiban kepada pihak ketiga atas
jawab Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

(20} Pencairan belanja bantuan keuangan yang dilakulen dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu:

Bupati/Wali Kota menyampaikan surat permohonen
penceiran dana bantuan keuangan kepada Gubernur
Sumatera Utara d/p Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
{PPKD};

berdasarkan surat permohonan pencairan dana bantian
keuangan dari bupati/walilkota, maka PPKD menerbitkan
Surat Penyediaan Dana {SPD};

berdasarkan SPD vyang diterhitkan PPKD, maks
Bendahara Pengeluaran SKPKD menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran {SPP) LS;

SPP LS disampailean oleh bendahara pengehraran SKPKD
kepada Kussa PPKD melalui PPK SKPKD;

PPK SKPKD meneliti dan memverifikaxi kelengkapan SPP
LS dan apabila telah lengkap, PPK SKPKD membuat Surat
Perintah Membayar (SPM} LS untuk ditandstangani oleh
kuasa PPKD;

SPM L3 vang telah ditandatangani oleh kuasa PPKD
disampaikan kepada kuasa BUD;

kuasa BUD melakukan penelitian kelengkapan SPM LS,
jika telah lengkap maka kuasa BUD menerbitimn SP2D
LS;
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h. berdasarkan SP2D LS yang diterbitkan olch kussa BUD,
selanjuinya PT. Bank Sumut melakukan transfer dana
kepada kabupaten/kota penerima sesuai nomor rekening
yang tercantum SP2D.

(21) Bantuan keuangan kepada partai politilc
diberikan /disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(21) PPKD menyusun realisn=i belanja bentuan keuangan pada
tahun anggaran herkenaan.

BAB VI
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 43

{1} Belanja tidak terduge merupakan belanja untuk kegiatan
seperti penanggulangsn bencana alam dan bencana sosiagl
yang tidak diperkirekan sebelumnya termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimasn daerah tahun—tahun sebelumnya
yang telah ditatup.

{2) Kegiatan yang bermifat tidak biasa sebagaimana dimalesud
pada ayat (1} yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka
pencegahan panpgpuan terhadap stabilitag penyelenggaraan
pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman,
dan ketertiban masyarakat.

{3} Pengembalian atas kelebihan penerimean daersh tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksnd
pada ayat {1} harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

{4) Pengeluaran belanja untuk tanggap danwat sebegaimsna
dimeksud pede ayat (2) didasarkan pada kebutuhan yang
diusulkan olth Pemerintah Kabupaten/Kota/Perangkat
Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keusngan
terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN
atan sumber-sumber lainnya yang sah.



)

(6)

(8)

{2)

- 44 -

Penganggaran belanja tdak terduga dilakukan secara
rasional dengan mempertimbangkan realisasi belanja tidak
terduga tabun anggaran schelumnya dan estimasi kegiaten-
dan pengaruh Pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap
darurat yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk
program dan kegistan pads tahun anggaran berkenaan.
Dasar pengeluaran belanja tidak terduga yvang dianggarkan
untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana
alam danj/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnysa yang telah
ditutup ditetapkan oleh Keputusan Gubernur dan
diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan
Belanja tidak terduga scbagaimana dimaksud pada ayat {1}
dianggarkan dalam RKA-PPKD.

RKA-PPKD scbagaimana dimaksud pada ayat (7) dirinci
menjadi rincian RKA-PPKD yang dikclola olch KPA PPKD
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakranakan berdasarkan DPA-PPKD.

(10) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9} dirinci

menjadi rincian DPA-PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD
acsuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

(11} Pencairan belanja bantuan tidak terduga dilakukan dengan

mekanisme pembayaran langsung (LS), yaiba:
a. persyaratan administrasi tendini dari:

1. Surat penjelasan yang menyatakan adanya keadaan
darurat dari Perangkat Daerah, Bupati/Wali Kote;

2. Rekomendaxi dari tim yang dibentuk oleh Gubernur
atau persetujuan pemberian belanja tidak terdugsa dan
Gubernur;

3. Keputusan QGubernur tentang penggunasn belanja
tidak terduga;

4. Surat permohonan permintaan pengembalian atas
kelebihan penerimasan daecrah tahun—tahun
scbelumnya yang telah ditutup;
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5. Kuitanai rangkep 3 {tiga)} asii bermatersi culaip yang
ditandatangani oleh penerima pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun—tahun
sebelhumnya yang telah ditutap;

6. Nomor rekening bank.

b. berdasarkan surat permohonan pencairan dana belanja
dan SPD yang diterbitkan oleh PPKD, bendahara
pengehiaran SKPKD membuat SPP-LS untuk selanjutnya
disampaikan kepada PPK-SKPKD;

¢. PPK - SKPKD meneliti dan memverifikagi kelengkapan SPP
~-I.3 dan apabila iclah lengksp dibuat SPM-LS unhik
ditandatangani oleh PPKD desn sclanjuinyas SPM-LS
beserta pendulingnya dikirim ke kuasa BUD.

d. kussa BUD melakukan verifikasi SPM - LS, jikm telah
lengkap maks kuasa BUD menerbitkan SP2D — LS.

(12) Penerima belanja tidak terduga wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana selambai-lambatnya
1 (satu) bulan setelah waktu tanggap darurat berakhir dalam
pendukung yang lengkap dan sah sesuni dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(13) PPKD menyusun laporan realisasi belanja tidak terduga pada
tahun anggaran berlkenaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44
(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dikecualikan terhadap :
&. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadean hukum
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
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b. organisasi kemasyarakatan yang ftelah berbadan hukuam
berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-
Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid wvan
Verecnigingen) yang berdiri sebelum Proklamasxi Kemerdekaan
kesecjarahannya scbagai aset bangsa, tidak perin melakukan
pendaftaran sesuni dengen Undang Undang Nomor 17 Tahun
2013;

c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-
Undang Nomor 17 Tabun 2013 tetap berlaku sampai akhir
masa berlalminya;

d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Wargn Negara
Asing, Warga Negara Asging bersama Warga Negara Indonesia
atau Badan Hukum asing yang teiah beroperagi harus
menyesuaikan dengan ketentuan Undeng Undang Nomor 17
Tahun 2013 dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2013
diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45
Gubernur Sumatera Utare Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata
Bagi Hasil, Bantian Kenangan dan Belanja Tidak Terduga yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatsn dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utare (Berita Derah Provinsi Sumatera Utara
Tabun 2016 Nomor 34} dicabut dan dmyatakan tidek berlakz.
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Pasal 46
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 Februari 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

tid
EDY RAHMAYADI
Diundangkan di Medan

pada tanggal 15 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Pelgksana

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003




LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2019
TANGGAL 15 FEBRUARI 2019
TENTARG TATA CARA FPENOGELOLAAN BELANJA

BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAN.JA DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA.

A. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

............... . |+ N
Nomor : Kepada Yth.
Lamp. : 1 (satn) berkas
Perihal : Permohonan Hibah GUBERNUR SUMATERA UTARA
EZ*rTLATETALELIIL

schingga dapat berjalan optimal dan berperan aktif dalam
perce] pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di
daerah.

Bl eanannasnnarrann s e ranraRnaEATERPRESYEET AR S raR TSNS ST OR RS YRS Sy R SR OS SYES Sr 800400 0000

h ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S ———
P
dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mcﬁmplmn kiranya
berkenan untuk dapat membanin leami daiam hentuk pemberian hibah

gng sebesar Rp........... JBarang dengan jenis..........
3 i bahan i kami i
emhibah _pertimbangan Bapak sampaikan proposal
Demikian kami, kenan dan ban
Hormat kami,

Pemohon
{(Kepala Ormas/L3SM/Perorangnan)
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B. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

BAB1. PENDAHULUAN

BABTI. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB ill. WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB V1. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAE VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH
BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG
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C. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH

DALAM BENTUK UANG

HASIL EVALUASE ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH

DALAM BENTUK UANG
NO NAMA CALON URAIAN JUMLAH | BESARAN/NILAI
PENERIMA HIBAH USULAN HIBAH YANG
DIREKOMENDAS]
1 2 3 4 S

1.

2.

3.

4. |dst

KEPALA PERANGKAT DAERAH ........,
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D. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG

HASIL EVALIUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH

DALAM BENTUX BARANG
NAMA CALON JUMLAH| REKOMENDASI
NO | ppnERMA HIBAH | YRAIAN USULAN | ' ypum T UNIT | JML Rp.
1 2 3 4 5 6
]
2
3
3

-------------------------------
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E. CONTOH FORMAT LAMPIRAN Ml PERATURAN QGUBERNUR TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ........

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKAS] HIBAH YANG

DITERIMA
NO | NAMA PENERIMA ALAMAT FENERIMA JUMLAH [Rp)
1 2 3 4
1.
2,
3.
4,
Dst.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

CELLER AL LEL LU L LI LI L LI LY LEL Y]]
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F. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK
UANG

Inatansi -

Yang bertindak untuk dan atas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA vang
sclanjutnya disebut PIHAK KESATTI,

II. Nama RS —

No KTP L erierssassssiesssaemssasssEisserssiimssiisassstaririreeTeees
Alamat Rumah D emeemsesssissessesversasmssssassermssasmsmsssensmsrsssesssnsss
Alamat Lembaga == 1 .crrvriesiseararirrsresasvirasmsntsasnenasnssarnanans

Yang bertindak untik dan atas nama .........ccoccmenicn e (Yayasan/Lembaga)

yang sclanjuinya discbut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Dacrah dengan
ketentuan scbagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang
aebesar Rp............... rupiah)

{2} Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
Dengen rincian scbagaimena tertuang dalam Rencana Anggaran
Biaya/Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD.

Pasal 2
PENCAIRAN DANA HIBAH

(1) Pencairan dana hibah dilakukan sekaligus atau dalam .. ----etETIDEN
sebesar Rp.......ceevrvennnee fmrmnmalukamyangdm:tapknn
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(2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada
PIHAK KESATU, dengan dilampiri:

a. Naskah Perjanjian Hibah Dacrah (NPHD);
b. Foto copy Rekening Bank yang masth aktif;
c. Kuitangi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannye.

(3) FIHAK KEDUA seielah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera
melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3
KEWAJIBAN FIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atss pelakaansan program

(2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuen
perundang-undangan.

(3) Menyimpan bukti — bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan
(4} Membuat dan menyampaikan laporan dalam penggunaan dana hibah
beserta fotocopy transaksi kepada PIHAK KESATU meialni Perangiat
Daecrah terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari actelah kegiatan sclesai
dilaksanakan dan tidek melebihi tanggal 10 {sepuiuh} bulan Januari

Tahun Anggaran berilarinya.

(5) Mcmbuat Surat Pernyataan Tenggungjewab yeng menyataken bahwa
hibah yang diterima akan dipergunakan sesuei dengan peruntukkanriye.
{6} Menyetorkan kembali sisa dana hibak yang tidak dapat direalisasikan ke
rekening Kas Umum Daerah Provinsgi Sumatera Utara Nomor 623 pada PT.

Bank Sumut paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan
pertanggungjawaben disampaiken.
Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PTHAK KESATU
(1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apahila PTHAK
KEDUA, tidak/belurn memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(2) PIHAK KESATU melalii Perangkat Daerah/Unit kerja terkait berhak
melaksanakan evaliasi dan monitoring atas penggunaan hibah
berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggnmasn dana.



Pasal 5
ADENDUM

(1} Hal-hal lam yang belum diatur dan dalam hal terdapat perubahan rencana
kegiatan scbagaimans dimaksuad dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA dapat
yang telah dicairken.

(2) Perubahan sebagaimana dimakewi pada ayat (1) ditetapkan dalam
&dendumyangmempakanhahagmnyanghdnkteqmahhndanﬂmn

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP
{1) Perjanjian hibah ini mulai berlaku ecjak tanggal ditandatangani.
{2) Naskah Perjanjian Hibah Dacrah ini, dibuat rangkap 3 (tiga}, lembar

mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

{(Name Penerima Hibah) (Namea Pemberi Hibah)
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G. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK
BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
DALAM BENTUK BARANG /JASA

Yang bertindak untuk dan atas nams GUBERNUR SUMATERA UTARA yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama 5 erieessrasssieessuiessmsssmssaiearssmsEssEssssmssssmssavass
No KTP D emmeesveseessssserssssereassivessirassirsssivasssessassirasTis
Alamat Rumah 1 enerserseeresrassrsssssnnsnsrnivares e bty e arens e eb e be
Jabatan dalam Organisasi | ... s st s et s s asans
Alamat Lembaga D ieetaeiasresssesssemssssssnssasmsrssissasssresasEassssssasns

Yang hertindak untuk dan atas nama ......c.cccccoeemmeeciieieenaas (Yayasan/Lembagn)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Pesjanjian Hibah Daerah berupa
barang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PFIHAK KEDUA, berupa barang
sebanyek .............pJenig/.JJumlah Unit) dengan nilai Rp.......ccveciiiineas

(2) Hibah sebagaimana dimakaud peda ayat (1) dipergunakan wuntuk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 2
PENYALURAN HIBAH DAERAH
(1) Untuk penyerahan barang hibah daerah, PIHAK KEDUA mengajukean

permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan Naskah Perjanjian
Hibah Dacrah, Pakta Integritas.
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{2} PIHAK KESATU menyerabkan barang kepada Pihak KEDUA dalam
kondisi keadaan baik.

(3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan
berita acara serah terima barang.

(4) Penyerahan barang schagaimana dimaksud ayei (1) dilakukan setelah
penandatangan NPHD.

Pagal 3
KEWAJIBAN PIHAK KESATU DAN FTHAXK KEDUA

(1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima scsuai dengan
peruntukican.

(2) PIHAK KEDUA berkewsjiban membuat laporan penggunsan hibah kepaca
PIHAK KESATU.

(3) FIHAK KESATU berhak meclaksanakan cvaluasi dan monitoring atas
penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggumaan
yang disampaikan cleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PENUTUP
{1} Perjanjian hibeh ini mulsi berlaku sejak tengpal ditandatengani.
(2) Nasksh Perjanjian Hibaek Daecrah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga),
lembar kesatu dan kedus masing-masing bermaterai cukup schingga
mempunysi kekuatan hukum sama.

(3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalem NPHD ini dapat diatar iebih
lanjut dalam Adendum.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)
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H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG
HIBAH BERUPA UANG

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN ......

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN ........

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Mcnimbang : a bahwa untuk mendukung program dan  kegiatan
pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan
tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah
beserta jumlah uang yang dihibahken kepada penerima
hibah di Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarken Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Gubernur Nomor .. Tabhun 2019 tentang Tata Cama
Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Baniuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang
menyatakan "Gubernur menetapkan daftar penerima
hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang
gkan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur
berdasarksn Peraturan Decrsh tentang APBD, dan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD™;

¢. bahwa Daftar Penerima Hibah telah diverifikasi olch
Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Tahun Anggsran

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangasn  scbagaimana
dimaksud dalem huruf a, humf b, dan huraf ¢, perlu
menetapken Keputusan Gubernur tentang Daftar
Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran .......;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... Tertang ......c.cw. 3
2. Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun ..... Tentang .......;

3. Peraturan Presiden Nomor ....... Tabun ...... Tentang ...... :



Menetapkan :
: Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggeran

KESATU

KEDUA

KETIGA
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Keputusan Pregiden Nomor ... .. Tahun ..... Tentang.......;

Keputusan Menteri Nomor ....... Tahun ...... Tentang .....;

Peraturan Daerah Nomor .......... Tahun ..... Tentang ......;

Peraturan Gubernur Nomor ..... Talmn .... Tentang .......
MEMUTUSKAN :

N B

Lampiran sebagai bagian yang tikiak terpisahkan dari
Keputusan Gubernur ini

: Membebankan belanja Hibah scbagaimans dimeksud dalam

Diktum KESATU pada APFBD Provinai Sumatera Utara Tahun

Angparen ..... Dokumen Pelaksansan Anggaran (DPA)
PPKD/Rincian DPA PPKD pos belanja Hibah, kode rekening

: Keputusan QGubermnur ini mulei berlaka pada tanggal

ditetapkan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG

TAHUN ANGGARAN ...,

NG NAMA ALAMAT | URAIAN | JUMLAH | PERANGKAT

PENERIMA KEGIATAN | DANA | DAERAH/UNIT

HIBAH HIBAH KERJA

VERIFIKATOR

1 2 3 4 5 6
L.
2.
3.
4,
5.
Dst..

JUMLAH

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
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[. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG
HIBAH BERUPA BARANG /JABA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN ......

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG /JASA
TAHUN ANGGARAN ........

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan
pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan
tepat guna periu ditetapkan daftar penerims hibah
beserta jumlah Barang/Jasa yang dihibahkan kepads
penerima hibah di Provinai Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat {1) Peraturan
Gubernur Nomor .. Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengelclaan Belanja Bunga, Subeidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keusngan dan Belanja Tidak
Terduga yang bersumber dari Angearan Pendapetan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang
menyatakan “Gubernur menetapkan daftar penerima
hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang
aken dihibahkan dengan Keputusan Gubemur
berdasarkan Peraturan Dacrsh tentang APBD, dan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD®;

c. behwa Daftar Penerima Hibah telah diverifikasi oleh
Perangkat Dsaerah/Unit Kerja Terkait Tahun Anggaran

d. bahwa  berdaserkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, hwuf b, dan huruf ¢, perdu

menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar
Penerima Hibah Berupa Barang/.Jasa Tahun Anggaran

Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... Tentang ............. :
Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun ..... Tentang ....... :

Peraturan Presiden Nomor .......Tahun ...... Tentang ......;
Keputusen Presiden Nomor ... ..Tahun ..... Tentang....... :

Mengingat

il S



KESATU

5. Peraturan Menteri Nomor ........ Tahumn ..... Tentang......;

6. Kepuiusan Menteri Nomor ....... Tahun ...... Tentang .....;

7. Peraturan Dagcrah Nomor .......... Tahun ...., Tentang......;

8. Peraturan Gubermur Nomor ..... Tahun .... Tentang .......
MEMUTUSKAN :

: Daftar Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa Tahun

kegiatan .......... dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran scbagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Gubernur ini,
KEDUA : Membebenkan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam
Dikium Kesatu pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tabhun
Anggaran ... Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Perangkat Daerah ........ Pos belanja..........., kode rekening
KETIGA : Keputusan OQGubernur i mmlai berfaku pada tenggal
ditetapkan.
Ditetapkan di ... .
pada tanggal ........cooveeeveieenne.
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Salinen Keputusan disampaiican Kepada :

Bwh
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR
TANGGAL
DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUFPA BARANG
NO NAMA ALAMAT URAIAN NAMA | JUMILAH | NILAI
PENERIMA KEGIATAN | BARANG | UNIT |BARANG
HIBAH
1 2 3 4 o) 6 7
1.
2.
3.
4.
5.
Dst..
JUMLAH:

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

------------------------------------------ [T T
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J. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS HIBAH
Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA == 5 eecssiserscssassiisssesnrasssiserasnsa et nsna s assa s as sane
NO.KTP o cismiresrasncsmsrasninesarssanna s ranasnarassaban brns
Alamat Rumah .
Jabatan dalam Organisafsi - ...
Alamat Lembaga =0 e e sssnessasssess s
Yang bertindak atas BAMA ..o messssssn

Denganuummyatnkandmganacbenamyabahm
. Usulan proposal /RAB kegiatan ............. yang diajukan kepada Gubernur
Sumatera Utara untuk mendapatkan Hibah, akan kami laksanaksn

sesuai dengan rencane kepiatan sebagpimana tertuang dalam

usulan/proposal dimaksud;

2. Hibah dari Gubernur Sumatera Utara sebesar Rp.... . [rupiah)
akan kami gunskan sesuai dengan Rencana Anw Blaya (RAB),
scbagaimana terlampir dalem proposal;

3.Dahmren]1m?mya kamhm;anpahnmdakmnakantumafpekﬂ:!aan
secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal
untuk memberikan hasif kerja terbaile.

4. Pakin Integritas ini berlaku ascjak tanggal ditendatangani dan beralkhir
sempai dengan laporan pertanggungjawaben diterime oleh Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara selama tidak terjadi penyimpangan.

E.Apabﬂamelanmhal hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sank=si
admmmtmmmdmmnnganurugldsnpldanaumdmn
ketentuan peraturan peruncdang undangan yang berlaku,
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K. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG

PENERIMA HIBAH D eiressssrasrsitasestsnsersineannanarnres

BULAN/TRIWULAN D eirestssissisasisersmsssenenerananernens

VERIFIKATOR D hiraiesstesssssiassesssssvsbrrrrerraes

TAHUN D imeransassesssssssessesssssessssasssses

................... R I
Kepada
Nomor : Yth. Gubernur Sumatera Utara
Lampiran : 1 (sata) berkas di
Perihal : Laporan Penggunaan Tempat
Dana Hibah

Bersama, ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan
Pen@naandanal-hhahuntukBulanﬂ‘nwulan .. Tahun ....... sejurmleh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Hormat Kami,
Penerima Hibah.



-19-

L. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA BARANG

LAPORAN PENGQUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG
PENERIMA HIBAH -

P:nggunaanHibahbanpaharanguntuk Tahun ....... sejumilsh ......unit
senilai Rp........ rupiahy).
peruntukannya sesuai dengan NFHD Nomer, ........... » dengan rincian

Hormat Kami,
Penerima Hibah.
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CONTOH FORMAT BERITA SERAH TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOmMOr ...cccovnmiinecsssnnne
Pada hari...... tanggal....... bulan....... tabun......, bertempat di.........
berdasarkan NHPD Nomor ............ AnERAl . dan
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor............ tanggal........ccceveeemereneas

tentang penerima hibah berupa barang, kami yang bertandatangan di bawah

Yang bertindak untuk dan atas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA yang
selanjuinya disebut PIHAK KESATU.

Nama I eraseisestsctsessmsrasvarEsvarEsrarssrarasEsEasEsEsFasEERaEEs
No KTP T iasresisssssssesessetsosistasieistissssstsssemmrdnetesnsnne
Alamat Rumah D eeeeemeeiesieeeetasseiessesesseadessiynbssnmnnrsvrbrrTrs
Jabatan dalam Orgamaam ...............................................................
Alamat Lembaga === @ e ssss s s sas s araaes

Yang bertindak untuk dan atas nama .........cevceeseeevereseanass (Yayasan/Lembaga)
yang selenjutnya disebut PIHAK KEDUA.

....................... unit dengan nilai sebhesar
R cciaraaraararnarsenansnnannsnassaraasassassassassansans O
untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi/keadaan haik.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
GUBERNUR SUMATERA UTARA/ KETUA
PEJABAT YANG MEWAKILI LEMBAGA /ORGANISASI fANGGOTA
MASYARAKAT.........
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N. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN
HIBAH UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGGUNAAN HIBAH UANG

Nama = = === ieressssscescescscsssesscssseins
NoKTP = sresrerevesvasrassansasvrsnrnarnss
Alamat Rumah ! eremmarmesmsssssssssessessasessasssns
Jabatan dalam Organisasi Y rerrevieererrmvarvesvasrarravarvasany
Alamat Lemnbaga Y eremmersesssssesssssasssssarsasassans
Yang bertindak untuk dan atas nama © ......ceeeiveverevnvennes

Menyatakan bertanggumgjawab atas penggunaan dana hibah yang ielah diterima
seauai NPHD Nomor .....[....[.... dan membuktikan pengpunasn dana tersebut

seauai dengan peruntukannya.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya.



0. CONTOH FORMAT KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA
BANTUAN SO0OSIAL. BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

1.1.1 Perviapaizn Pajak Daerah *)
1.1.2 Pendapatan Retribust Dacrah
1.1.4 Lain - ladn PAD yang ash

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanjs Pegaweal

22 Belanjs Langsung

2.2.1 Belanjn Pegnwei

222 | Bclanje Barang dan Jams

2221 | Bantoan Hibah Barang

2221, | Hibah I:urmﬂjnnm dieerahlion

3222 Ball:q'p Bu.n‘mnn Scnial Barang

42221 | diserahlown lotpedns pihak

22425 hpldn pihak ketign /masyarakat

222 XX
223 Belanja Modal

*}  Khnsua untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemunguten pajak.
) Termasuk penganpgaran hadiah yang diberiloen pede begiatan dalam suaiu perlombasn
atau pengharguas atas suetu prestasi.



II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH FROVINSI SUMATERA UTARA

Lain lain Pendapatan Decrah Yong

1.1

Diana Bagi Haxil Pajak Dazi Provins

[o[ofea ool
tn|'aftofbo|

.16




OI. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISAS] ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISAS] ANGGARAN KEUANGAN FEMERINTAH
DAERAH

PEMERINTAH PROVINGI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

3

SATKER1| SATKERH | ppkD | GABUNGAN

T,
b TRt
f
|

Sl
B[s{=:

12.2

[

12.4 Bolanja Hibeh

12.5 Belenla Bantuan Soakal

13.6 Belania Bagi Hawl

[12.7 _Belamjs Bantuan Kenangan _

12.8 Belanjs Tidak Terdugn

Belanja
13.1 Belanin

Langanmg
Pegorwai
13.2 Belanje Barang dean Jas

1331 Belanja Hibah Barang

13.2.1.1 disernhican kepada Plhek

ketign /masyarakat
1322 Belanjn Hantuan Sosial Baang
1322.1 discmhion kepada plhak

13.24.2

13.2.3 Baraeng/Jess scledn Hibah dan

133 Belanja Modal

14 Jumiah

16 Pembiaynan Dacrah
Penerimaan

17

18 Pengrlusran Pembiaynan

19 Pembixyaan tetio




B. KONVERSI HIRAH BARANG DAN/ATAU JASA SERA BANTUAN SOSIAL BERUPA
BARANG DALAM LAPORAN REALISAS] ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO DIRAJAN GABUNGAN i LIRAIAN FEMDA
1 Pendapatan Pendapoian
2 Pendapatan Asli Dasrah Pendapatan Asli Dacrah
3 Pendapatnn Pajak Deemh x=x — Pendapatat =X
4 Perxdapaten Retribuel Daerah * Pendapatan Retribmal o
| Daemh
[ Haxil Pengeinlasn Kclayaan XN Hasll Pengelolanty
Dacrah yany dipssahloan ——»| Kekayaan Deerab vang ==X
- dipisahlkan
K Lgin —lain PAD yang ssh XXX Lain — lain PAD sah XX
7 Jumlah Pendlapaten Asl ox ] Jumish Pendepatan Asli xx
Darrah Daerah
8 Dana Perim XK * Dena Tranaier x=x
] Lain ~ lain Pendapaton Yang WX Lain — Jain Pendapetan =z
Sah Yang Bah
10 Jumnlah Pendapatan XXX | Jumigh Pendapaten XXX
11 | Belanla Belanja xxx
[ 12 Belanja Tidak Langming Belanjn Operasi xTx
12.1 | Belnnje Pepawal Belanjo Pegawal XRX
12,3 { Bunga Belanja Barang xxx
12.4 | Subsidi 00
12.5 | Hibah XX
126 | Baninan Sosial Sobeidi XX
(13 | Belanja Langsung Hibah XXX
j Banman Bosdal XXX
Belanja Barang dan Jasa x Belonjs Modal x=x
1) Hikah Bamng/.Jama yang xx
dinrahlan loepada Pihak
ketiga /manyaralnt.
2} Bantman XX
barang/jasm
diserahioan kepada pihak
lectign/ xx
3 %lnnﬂjm sclain 1) dan
Belanis Modal IXX XXX
14 Jumlah XXX »{ Jumiah Belanja XXX
15 Surphan/definit XXX Surpion/definit XXX
16 | Pembigyaen Dacrah XXX | Pembilayssm Decrah XXX
17 Penerimann Pembayaran XX Penerimaan Pembayaran XXX
18 XX Pengeluernn pembinynan XXX
19 Pembleyaan Netho N Netho xxx
a0 Sisa lelih i xxx Simn Iahih pembigyaan
Tahun berkensnan (SILPA) Tatmn berkensan (SILPA) | ™=
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
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P. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOQP ORGANISAST/LEMBAGA
s . 200...

Kepagia Yth.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

di

Sechubungan dengan adanya Kegiaten ..., (atau

kondisi.......... h, kami .. {Kelompok/Anggota Maayarakat)
.................... bermaksud mengajukan permohonan bantusn biaya
kepada Bapak sebesar Rp.......ccovceiineee. Jupiah}, untuk
memiasilitasi kegiatan kami {atat mengatasi kondisi......)
Bantuan tersebut akan dipergunakan untitk biaya-biaya sebagai berikut
a.
b.
c.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasgih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Kelompeok f Anggota
Masyaraknt)




Q. SISTEMATIKA FROPOSAL FERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

BABI, PENDAHULUAN

BAB I[I. RENCANA KEGIATAN

BAB Il WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
BAB V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VI PENUTOP

LAMPTRAN PENUNJANG
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R. CONTOH FORMAT HASIL EVALUAS] ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN

SOSIAL DALAM BENTUK UANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

DALAM BENTUK UANG
NAMA CALON URAIAN JUMLAH BESBARAN/NILAI
NO| PENERIMA | ALAMAT USULAN/KEGIATAN YANG BANSOS YANG
BANSOS DIUSULKAN | DIREKOMENDASI
1 2 3 4 5 6

KEPALA PERANGKAT DAERAH.........,
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S. CONTOH FORMAT HASH. EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN
SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

HASIL EVALIUASI ATAS USULAN/PFROPOSAL BANTUAN SOSIAL

DALAM BENTUK BARANG
m URAIAN | JUMLAHUNIT | JUMLAH UNIT
NO | parmeiua | ALAMAT | USULAN/ YANG YANG
BANSOS KEGIATAN | DIUSULKAN DIUSULKAN
1 2 3 3 5 6
1.
2,
3.
4,
JUMLAH -




T. CONTOH FORMAT LAMFIRAN IV PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ........

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG
DITERIMA

NO | NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
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U. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG
DAFTAR PENERTMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNIJR SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN ........

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN ........

CGUBERNUR BUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendullung program dan kegiatan
pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan
tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan
sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan
kepada penerima bantuan sosial di Provinsl Sumaters
Utara;

b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Gubernur Nomor .. Talmn 2019 tentang Tata Cara
Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapaitan dan
Belanja Daecrah Provingd Sumatera Utara yang
menyatakan “Gubernur menetapkan daftar penerima dan
besaran banhian soaial dengan Keputusan Gubernur
herdasarkan Peramuran Daerah ientang APBD, dan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD";

c. babwa Daftar Penerima Bantusn Sosiali berupa uang
ﬁelahdlmnﬁkamulehi’mnglmt Daerah/Unit Kerja

d. behwe  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, haraf b, dan huruf ¢, perin

menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dafter
Penerima Bantuarn Sosial berupa nang Tahun Anggaran

. Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... tentang ............. H

5
e
|



Menectapken :
: Daftar Penerima Bantuan Scsial Berupa Uang Tehum

KESATL

KEDUA

KETIGA

9. Persturan Menteri Nomor ........ Tahun ..... tentang......;

6. Keputusan Menteri Nomor ....... Tahun ...... tentang .....;

8. Peratran Gubermnur Nomor ..... Tehun .... tentang .......
MEMUTUSKAN :

Anggaran ....... sebesar Rp ......coveeeeees (<o---..7Upiah), dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran scbagai

: Membebankan Bantuan Sosial sacbagaimana dimaksud

daiam Diktum KESATU pada APBD Provinsi Sumaterg Utara

ditetapkan.

------------------------------------------------
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LAMPTRAN KEPUTUSAN QUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR
TANGGAL

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

TAHUN ANGGARAN ......
NO NAMA ALAMAT URAIAN JUMLAH PERANGKAT
PENERIMA KEGIATAN DANA DAERAH /UNFT
BANTUAN BANSOS KER.JA
SOSIAL VERIFIKATOR
1 2 3 4 2 ©
1.
2,
3.
4,
5.
Dast..
JUMLAH

GUBERNUR SUMATERA UTARA,




V. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

REPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN ........

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
TAHUN ANGGARAN ........

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa umtuk mendukung program dan kegiatan
pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan
tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan
penerima bantuan sosial di Provingl S8umatera Utara;

h. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat {1) Peraturan
Gubermy Nomor .. Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Baniuan
Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
menyatakan “Gubernur menetapkan daftar penerima dan
besaran bantuan soaial dengan Keputusan Gubernur
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD*;

c. bahwa Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang
telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja
d. bahwa  berdasarkan pertimbengan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perfu

menetapkan Keputusan Gubermur tentang Daftar
Penerima Bantuan Sosial berupa barang Tabun



Mengingat

Menetapkan
: Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang Tahun

KESATU

KEDUA

KETIGA

PO

N U o

€. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimane
dimaksud dalam huruf a, huraf b, dan huruf c, periu

menetapkan  Keputnsan Gubernur tentang Dafler
Penerima  Bantusan Sosial berupa barang Tahem

Undang-tindang Nomor ... Tahun ..... tentang ............. ;
Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun ..... tENEENE oovone '
Keputusan Presiden Nomor ... .. Tahun ..... tentang.......;
Peraturan Menteri Nomor ........ Tahun ..... tentang......;

MEMUTUSKAN :

Anggaran ....... ; semdlal  .eevnieeee. | rupiah) untuk
digunakan ........... , dengan rincian sebagnimana tercantum
dalam Lampiran sebagai bagisn yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Gubernur ini.

: Membebankan belanja bantuan sosial ecbagaimana

Sumatera Utara Tashun Anggaran  ........,Dolkuamen
Prlaksanaan Anggaran (DPA) PPKD/Rincian DPA
PPKD............... Pos Belanja Bantuan Sosial...........Kode

' ditetapkan.

Salinan Keputusan disempaiken Kepada ;
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR
TANGGAL

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

TAHUN ANGGARAN ......
NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT URAIAN JUMLAH NILAI
BANTUAN SOSIAL KEGIATAN UNIT BARANG
{Rp}
1 2 3 = 2 °
1.
2,
3.
Y
5,
Ds=t..
JUMLAH

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
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W. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL
BERUPA UANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUFPA UANG
PENERIMA BANSOS D iiaresmssriirsiesssisemirssmssmasssssss

Nomor : Yth. Gubernur Sumatera Utara
Lampiran 1 {satu} berkas di

Damﬂanaus

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernmur Laporan
PenggunaandamBanmunkauhnﬂ‘nwulan .. Tabun ....... sejumlah

Dans Bansos yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan
perunfukannya sesusi dengen usulan/proposal yang kami ajukan dengan

Hormat Kami,
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X, CONTOH FORMAT LAPORAN FENGGUNAAN DANA BANTUAN 30SIAL
BERUPA BARANG

LAPORAN PENGGUNAAN DAHA BANSOS BERUPA BARANG

BULAN/TRIWULAN = ....ircirccreecirssmcmasnnnanne

VERIFIKATOR = I civrreemirreresvasarsevananes

TAHUN = riciccivemsimmrrovrastrrsrrssrmans

................... gemanaray 200,
Kepada
Nomor : Yth. Gubernur Sumatera Utara
Lampiran : i (satu) berkas i
Perihal : Laporan Penggunaan Tempat
Bansos

Pengunaan Banaus berupa Bareng untuk....... Tahun .......

Barang yang kami terima telah kami gunakan sesusi dengan
peruntukannya sesuai dengan usulan/proposal yaug kami ajukan dengan
rincian sebagaimana dalam lampiran.
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Y. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama O U
No. KTP .
Alamat Rumah = e st s s s
Jabatan dalam Organisasi = ..ccccvccciservensinererms e renrens
Alamat Lembaga .
Yang bertindsk atas nama S

Dmmm:mmyntahndengnna:bcmmyabahm
. Usulan proposal/RAB kegiatan ............. yang diajukan kepada Gubemur
Sumatera Utara untuk mendapatkan Bantuan Sosial, akan kami
laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan schagaimens tertuang dalam
usulan/proposal dimaksud;

2. Bantuan Sosial dari Gubernur Sumatera Utara sebesar Rp.....
[-=srereese..TUpiah) akankamgunakanmdmganmm
B:laya(RAB} nebawmanatﬁlamprdalampmpoml

untuk memberikan hasil kerja terbaik.
4. Pakta Integritag ini berlalmy scjak tanggal ditandatangani dan berakhir
Provingi Sumatera Utara selama tidak terjadi penyimpengan.
5.Apabﬂamclanwhnl hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, says bersedia dikenskan sanksi moral, sanksi
adminiatrasi serta dituntut gantu rugi dan pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundsng-undangan yang berlakn.

cnepennan-20...
Kctlnlgmm&-.nenmaﬂanma
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Z. CONTOH FORMAT BERITA SERAH TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOIOT: ..vvvreerrrocersesees

Pada hari....... tanggal....... bulan....... tahun......, bertempat di.........
berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor............
tanggal......ccovervenernennes tentang Penerima Bantusn Sosial berupa Barang,
kami yang bertandatangan di bawah imi :
L Nama = o cecccccicsisemreertnstsnmermnns

NIP  erieceecssrssssssssssssssssssossss

Jabatan

Instansl = = eccccrereescccssrssssensess

Alamat == o ocesesscscesseressaens

Yang bertindak untuk dan atas nams GUBERNUR SUMATERA UTARA
yvang selanjuinya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama D heestssassmeasnmmemaensemnresmm.e
No. KTP L istescassssensbererr e _——
Alamat Rumah © ..cccciciicrenisesimssesiess
Jabatan Dalam Organisaasi & .....cccvecevvirmmvreerrereanns
Alamsat Lembaga =00 acsiereesrererereens

Yang bertmdak untuk dan atas nama
{Yayasan/ Lembmjﬁrgammm}mm Masyarakat)

PIHAK KESATU menyerahkan barang berupa.......... sebanyak ..... unit senilai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA



L

AA.CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN
BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

[\ [ 15 (o ) ol

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

No KTP

Alamat Rumah =000 ¢ eeecrecereemeemeeesssssas
Jabatan dalam Organisasi S R R
Alamat Lembaga R
Yang bertindak untuk dan atas nama : ......c..cccooeeennin.

Menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang
telah diterima sesuai usulan/proposal dan membuktikan penggunaan dana

tersebut sesuai dengan peruntukkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal......
Penerima Bantuan Sosial

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

: ttd
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Palilcsana EDY RAHMAYADI

APRILLA H) SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003




